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4. Data Observas
Hasilwawancaradengan ibu Reny bagian humas PT Timah

Hasil wawancara dengan ibu Wilma Darwin sebagai sekretaris komisaris
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r soota Dewan Komisaris yang haglir, dan dlsampéikan kepadas—

sekiuh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisana.
. Bafam hal terdapat anggata Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

yang fidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada'—-
huruf b dan huruf ¢ ayat ini yang bersangkutan wajib menyebutkan —

alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yéng dilekatkan pada —

nisalah rapat.

e. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dyat int

t waijib didokumentasikan oleh Perseroan.

Dewan Komisaris

Pasal 20

)

Dewan Komisaris terdlri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang -

diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dan seorang diantaranya -
diangkat sebagai Komisaris Independen dan apabila diperlukan seorang di
antara mereka Idapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama. Apabila —

jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) orang, maka harus —

| diangkat Komisaris independen dengan jumlah seuai dengan peraturan —

perundang-undangan yang berlaku.

‘ 2

‘ 3

Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota

merupakan maijelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat

bertindak sendiri—sendiri, melainkan berdasarkan keputus'an Dewan ——

Komisaris. —

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang —

perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan

selama menjabat :
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aka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.

(23)Setiap anggoia Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan

1 (satu) suara uniuk anggota Direksi yang diwakilinya.

(24)Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara —

belum mendapatkan satu altemative dengan suara lebih dari %z (satu per -
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan
| ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga —

salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ¥ (satu per dua) bagian ---

dari jumlah suara yang dikeluarkan.

(25)Setiap anggota Direksi yang hadir atau yang diwakili dalam rapat harus - —

memberikan suara atau mengeluarkan suara.
-dalam hal anggota Direksi tidak memberikan suara (abstain) maka —-

anggota Direksi tersebut mengikuti dan turut bertanggung jawab atas hasil

keputusan rapat.

"(26)Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam —

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

(27)a. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang berisi hal—

hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan}'dissenting -

opinion anggota Direksi, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.
: , b. Hasil rapat $ebagaimana di'n.;:xksud dalam ayat 2 pasal ini wajib ———-
dituangkan dalam risalah fapat. ditandatangani oleh seluruh anggota -—
Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi —

dan Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahul.—

| c. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini wajib

dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi —
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1.
2.

a. mempunyai akhtak, moral, dan integritas yang baik;

b. cakap melakukan perbuatan hukum:

’4_

¢. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: -—

tidak pernah dinyatakan pafit;

tidak pemah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

perusahaan dinyatakan pailit;

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang —-

merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor

keuangan; dan

tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ——-

Komisaris yang selama menjabat: -

a). pemah tidak menyelenggarakan

RUPS tahunan;

b).pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris pemabh tidak diterima oleh RUPS atau -
pemah tidak memberkan pértanggunglawaban sebagai anggota —

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan—-

c). pemah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,
persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak -

memenuhi kewajiban_menyampaikan laporan tahunan dan/atau —-

laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

r d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; —

dan-

Lﬂpengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan —
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‘ )

(6)

)

1)

®

Perseroan-

! f. Khusus untuk Komisaris Independen selain harus memenuhi ketentuan

tersebut di atas wajib memenuhi persyaratan sebagai Komisaris ——-—

Independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; dan—-

, g. memenuhi persyaratan peraturan pemndang—dndangan lainnya yang —

'beriaku.

Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, -

pengangkatan anggota Dewaﬁ Komisaris dilakukan dengan
mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah—

masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi

manajemen, memi!_iki pengetahuan yang memadai di bidang usaha

Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk :

'| melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan — _

perundang-undangan.
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) g, batal karena hukum -
sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui ——
tidak terpenuhinya persyaratan tersebut dengan mengindahkan ketentuan

dalam Pasal 110 UUPT.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian

anggota Direksi yang tidak memenuhl persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam ayat 4 kecuali ayat (3) huruf g;

Pengangkatan anggofa D_ewan Komisaris tidak bersamaan waklunya ——

dengan pengangkatan anggota Direksi.

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberh_entikan oleh RUIPS —

—

89 -



by

marg diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwama S

setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan. perundang-—

undangan yang berliaku dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. -—

(10)Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam ——

1(11

RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada 1 (satu) periode ——-
masa jabatan a;—}ggota Dewan Komisaris tersebut yaitu 5 (lima) tahun atau
sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 {satu) periode —
masa jabatan dfmaksud, dehgan memperhatikan peraturan Ipasar modal, J _
namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk ———

memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa -

jabatannya berakhir, jika para anggota Dewan Komisaris tersebut

memenuhi salah satu atau lebih alasan:

a) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ———

‘dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
c) terlibat dalam tindékan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; —

d) dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai ———

kekuatan hukum yang tetap; atau

-Setelah masa ja_ibatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut daﬁat -
diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
)Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (9), anggota Dewan Komisaris dapat — |

diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat —

‘'oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

(12)Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada —
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9) 2), b) can c) Pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi —

ayat {

kesempatzn membela diri.
(13)Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf

c) dan d) Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.———

(14)Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan

Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga —

sampai déngan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ——

kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. -

I (1 5)Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal -

ini, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara ——

mereka.
' (16)Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjanganfasilitas —
termasuk santunan puma jabatan yang jenis dan jumiahnya ditetapkan —

oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang———

undangan yang beriaku.
l (17)Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh ——
mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat ~—

dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan ——

Komisaris atas beban Perseroan.

' ’ (18)Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong atau -

Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris,
maka RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 90 ———

(sembilanpuluh) hari setelah teﬁadi lowongan, untuk mengisi lowongan -—

tersebut.

(19) a) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari —
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e . :
| jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan mengajukan —

} permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan.

| : -
' b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan

“| permohonan pengunduran diri anggota Komisaris dalam jangka waktu

paling lambat 90 (sembilan puluh) harni setelah diterimanya surat -

pengunduran diri.

¢) Sebelum pengunduwran diri berlaku efeklif, anggcia Dewan Komisaris -- _-

yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan

tanggung jawabnya sesuai dengan Anggéran Dasar dan peraturan -——-

perundang-undangan yang berlaku.
] d) Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri
-sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung —
jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan — '
yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya —
dalam RUPS.

l é) Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang ———

mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan

membebaskannya.
| f) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 —
(dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri —=
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam bﬁﬂr a dan hasil —— |

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat -—

ini.

(20) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
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| a) pengunduran dirinya efekiif sebagaimana dimaksud dalam ayat (18)

i Pasal ini;

bl) meninggal dunia;

c) masa jabatannya berakhir;

d) diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau -
e) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris —

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan —-

memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
Bagi anggota Dewan Komisaris yang bérhenti sebelum maupun setelah -
masa jaba{annya berakhir kecuali berhenti karena rﬁeninggal dunia, ——-
mak-a yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-————
tindakénnya yang belum diterimé pertanggungjawabannya oleh RUPS. -
An_ggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangka;; sebagai:

a. anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif;, —

c.. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Tugas, Wewenang Dan Kewajiban

Dewan Komisaris

Pasal 21

I (21)
(22)
Daerah, Badan Usaha Milik Swasta:
dan/atau
(M

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan —
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai —-———

Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh.Direksi serta —
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l @

‘memberikan nasihat kepada Direksi iermasuk pengawasan terhadap ——-

pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan —

Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan ——-

RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk

kepentingan Perseroan dan sesual dengan maksud dan tujuan -

Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ay'at (1) Pasal -~ -

ini, maka :

.a) Dewan Komisaris berwenang untuk:

I(n

()

(i)

(v)

)

melihat buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas

untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan

memeriksa kekayaan Perseroan;

memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan -

oleh Perseroan;

meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya

mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan

Perseroan;

mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan =

dijalankan oleh Direksi;

meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi

| déngan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan —

Komisaris; -

| (vi) mengangkat sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu; —

(vii) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ——

angaran—dasarjni;
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' Wentuk komite lain selain Komite Audit, jika dianggap periu -

‘ (ix)

(x)

()

(xii)

b) Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

0]

(i)

I (i)

(iv)

dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;

menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka —

waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap periy;
melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan —-—

tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan —

Anggaran Dasar ini.;

menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap

hal-hal yang dibicarakan; -

‘melaksanakan kewenanéan- pengawasan lainnya sepanjang ——

tidak bertentangan dengan peraturan_ perundang-undangan, ——

Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan ————

pengurusan Perseroan; SENIIEI I—

meneliti, menelaah dan menandatangani serta memberikan
persetujuan atau pengesahan terhadap Rencana Jangka ————
Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang ———

disiapkan Direksi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari —-

sebelum dimulainya tahun anggaran;

mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan

pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah —-

yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;

melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala —

menurunnya kinerja Perseroan;

——
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iy

mﬂi dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan ——

yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan; --

(vi) membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan rﬁenyimpan

salinannya,

(vii) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya

dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan —-

lair;

(viij) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah —.—

dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; -

i

(ix) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas

pengéwasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran

Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
(x) memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi (triwulan — :
dan tghunan) serta pada setiap waktu yang diperlukain mengenai
perkembangan Perseroan dan melaporkan hasil pelaksanaan —

tugasnya kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tepat pada .

waktunya.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris N

harus:

a) mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta |
i
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, — .

~akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;

b) beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam -—=«

menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada
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Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan:

Rapat Dewan Komisaris

N

(2)

3

(4)

©)

l (6)

-!(7)

Pasal 22

Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan -

Komisaris.
Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Dewan Komisaris sepanjang

seluruh anggota Dewan Komisaris sefuju tentang cara dan materi yang -

_diputuskan.

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali —

dalam 2 (dua) bulan.

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara ——

berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud —

dalam Pasal ayat 2 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum

berakhirnya tahun buku.

Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabia diadakan di tempat

kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di

dalam wilayah Republik Indonesia.
Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di tempat lain selain --—
tersebut pada ayat (6) pasal ini, dianggap sah dan dapat mengambil —

keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia -—

dari dalam rapat hadir atau diwakili oleh selunuh anggota Dewan

Komisaris. : -

(8) Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling sedikit setiap bulan sekal, -

97




dalam Rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. —

J (9) Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh -—-

(tujuh) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

Dewan Komisaris hadir dalam Rapat.

Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh.

Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 -
singkat, yaitu 3 (tiga) hari jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak ’
(10) Panggilan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini harus

(11) Panggilan Rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota ——

l (12) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan —

yang mengikat apabia dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per —

dua) jumlah anggota Dewan Komisaris, kehadiran anggota Dewan

wadjib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan—

! (13)- Dalam mata acara lain-lain, Rapat Dewan Komisaris tidak berhak

Rapat.

diberikan khusus untuk kepeduan itu.

l (15) Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang

anggota Dewan Komisaris '!ainnya.
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Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat3 — °

mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau -—

wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara -——

I (14) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya —

* | oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang - |



(7

l (18)

| (19)

(20)

21)

' ; (22)

} (23)

Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
Dalam hal Komisar%s Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Dewan

Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris téinnya yang

ditunjuk oleh Komisaris Utama.
Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota

Dewan Komisaris yang paling lama men}abat sebagai anggota Dewan -

-

Komisaris bertindak sebagai Ketua Rapat Dewan Komisaris.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama fnenjabat —_—
sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota -

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini yang

tertua dalam usia bertindak sebégai Keatua Rapat.
Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan ———

musyawarah untuk mufakat.

Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka Rapat Dewan
Komisaris. adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -

apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah —

‘| anggota Dewan Komisaris, kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam -

rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 wajib diungkapkan

dalam laporan tahunan Perseroan--

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) —

suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota- Dewan Komisaris yang -—-

diwakilinya.

Dewan Komisaris atau yang diwakifi dalam rapat harus memberikan atau .

mengeluarkan suara.

-Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memberikan suara (abstain) -

LU
99




(24)

(25)

(26)

’ d) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota ——

bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat.

Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara — |

belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per;

dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan

pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak!

sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per —

dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. —

Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

a) Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah Rapatyang {

berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pemyatéan -

ada) dan hathal yang diputuskan. —

anggota Dewan Komisaris.

| dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan

seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana

dimaksud pada huruf b) dan huruf c) ayat ini yang bersangkutan ——

100

1

mta Dewan Komisaris tersebut mengikuti dan turut —————-—~

;
4

|
[
:
¢

ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika — _

l b) Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini wajib —

|
dituangkan dalam risalah rapat, dltandatangam oleh seluruh anggota

Dewan Komisaris yang hadir, dan d:sampaikan kepada seluruh ————

l ¢) Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini wajib — !

Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada - '

i
;

|
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